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Abstract
 has the power 
executorial, some court decision that has obtained permanent legal force. In that provision, which is meant 
the court process.the creditor has  
 Keyword
Abstrak
Sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk khazanah keilmuan dalam bidang hukum jaminan 
parate executie terhadap objek Jaminan Fidusia
Kata kunci
A. Pendahuluan
Pembangunan ekonomi sebagai bagian 
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
kebutuhan akan dana merupakan kebutuhan 
usaha untuk mempertahankan dan menunjang 
untuk mengatasi persoalan kebutuhan dana 
tersebut pinjaman modal dalam bentuk utang 
oleh pelaku usaha. Dalam rangka meneruskan 
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para pelaku pembangunan baik pemerintah 
 
Sebagian besar dana tersebut diperoleh melalui 
terutama bank.  
sebagai penunjang perekonomian. Sejalan 
dengan hal tersebut peran perbankan dalam 
penghimpunan simpanan dan pemberian kredit. 
Fungsi perbankan selain menghimpun dana 
bentuk pemberian kredit.
Bank tidak bisa begitu saja dengan mudah 
memberikan kredit kepada debitor. Bank dalam 
diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati hatian 
prudential banking principles). Hal tersebut 
di dasarkan karena dalam pemberian kredit oleh 
character capacity
capital condition 
of economic collateral).
Prinsip tersebut sebagai bentuk kehati hatian 
kreditor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
dimana akan memberikan rasa aman kepada 
kreditor sendiri. Sebagaimana  pendapat dari Sri 
keamanan modal dan kepastian hukum bagi pemberi 
dapat dikembalikan tepat waktu sesuai dengan 
jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan 
mengamankan atau memberikan jaminan bagi 
tidak bergerak. Lembaga lembaga jaminan untuk 
jenis hak kebendaan tersebut telah disediakan 
oleh peraturan perundang undangan. Kebutuhan 
berupa benda bergerak. Jaminan fidusia adalah 
didasarkan pada Yurisprudensi. Lembaga jaminan 
dalam praktek karena ada kebutuhan akan suatu 
lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak 
berupa benda modal usaha dengan tidak perlu 
kepastian hukum hak-hak kreditur adalah dengan 
pendaftaran itu tidak lain adalah untuk menjamin 
dikenal di Indonesia adalah fidusia. Begitu pula 
istilah ini digunakan dalam Undang-Undang 
Dalam terminologi Belanda istilah ini sering 
Fiduciare Eigendom 
Overdracht (F.E.O
pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas 
penguasaan pemilik benda. Perjanjian fidusia 
bersifat accesoir
fidusia merupakan pelengkap dari perjanjian 
Jurnal Repertorium Volume IV No. 1 Januari-Juni 2017
75
Fides
debitor dan kreditor merupakan hubungan hukum 
Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas 
berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara 
debitor dan kreditor untuk menjamin pelunasan 
Jaminan Fidusia). Undang-Undang ini ditetapkan 
dengan maksud untuk menampung kebutuhan 
sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan 
usaha dan untuk memberikan kepastian hukum 
privilege
Jaminan Fidusia merupakan salah satu 
sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk 
memberikan kepastian hukum kepada para pihak 
kurang memberikan jaminan kepastian hukum bagi 
sepengetahuan Penerima Fidusia.
Di dalam praktik perbankan akan menimbulkan 
wanprestasi) 
bergerak sehingga kondisi seperti ini sangat potensial 
bagi debitor untuk mengalihkan objek Jaminan 
tersebut akan menimbulkan kerugian bagi kreditor. 
Untuk melindungi kreditor apabila debitor cidera 
dijelaskan pada ayat (1)   mempunyai kekuatan 
eksekutorial yang sama dengan keputusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap”
“Apabila debitor cidera janji penerima 
jaminan Fidusia mempunyai hak menjual 
kekuasaannya sendiri.”
Sebagaimana di diatur dalam Undang-Undang 
adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui 
pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Dalam 
titel eksekutorial tersebut kreditor dapat langsung 
melakukan eksekusi melalui pelelangan umum atas 
di samping itu Undang-Undang Fidusia juga 
memberikan kemudahan eksekusi kepada penerima 
 parate eksekusi. 
Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa 
Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan 
eksekutorial tanpa melalui proses pengadilan. Akan 
adalah melihat  bagaimana kekuatan eksekutorial 
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B. Pemberian Jaminan Fidusia 
Pemberian Jaminan Fidusia tidak serta merta 
diuraikan sebagai berikut : 
memberikan pinjaman dana kepada debitor dan 
secara constitutum posessorium
masih tetap dikuasai debitor meskipun hak 
milik telah berpindah kepada kreditor. Pada 
bersifat abstrak karena jaminan Fidusia masih 
dalam kekuasaan debitor. 
bahwa kreditor sebagai pemilik baru benda 
meminjam pakaikan hak milik kepada debitor 
debitor. Apabila debitor melunasi hutang kepada 
maka hak milik atas benda objek Jaminan 
Fidusia kembali ke tangan debitor.
1. Tahap pembebanan/pemberian Jaminan 
Fidusia
 Pembebanan benda dengan Jaminan 
Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa 
Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia 
ketentuan-ketentuan Undang-undang Jaminan 
disamping juga sebagai alat bukti. Suatu 
alat bukti saja. Akta notariil merupakan salah 
Alasan Undang-undang menetapkan 
dengan Akta Notaris adalah :
a. Akta Notaris adalah akta otentik sehingga 
memiliki kekuatan pembuktian  sempurna;
adalah benda bergerak;
ulang;
2. Tahap pendaftaran Jamianan Fidusia
jaminan fidusia dilaksanakan di tempat 
kedudukan pemberi fidusia dan dilakukan 
Departemen kehakiman. Kantor Pendaftaran 
Fidusia kemudian mencatat Jaminan Fidusia 
Undang Undang Jaminan Fidusia). Dengan 
Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia 
mencatat jaminan dalam Buku Daftar Fidusia 
penerimaan permohonan pendaftaran guna 
melakukan pengecekan data setelah dilakukan 
dengan tanggal pendaftaran Jaminan Fidusia. 
Pemberian atau pembebanan atas suatu objek 
Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam 
Bahasa Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam 
“pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia 
dibuat dengan akta notaris dalam Bahsa 
Indonesia dan merupakan akta Jaminan 
Fidusia.”
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Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap 
perbuatan hukum dalam pembebanan Jaminan 
dibuat dihadapan seorang notaris dan semua isi 
Pembebanan Jaminan Fidusia diatur dalam 
Jaminan Fidusia adalah merupakan perjanjian 
accesoir
menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk 
memenuhi suatu prestasi. Dalam penjelasan Pasal 
bahwa dalam akta jaminan Fidusia harus dicantumkan 
Undang Undang Jabatan Notaris.
Akta 
Undang Undang Jaminan Fidusia. Pendaftaran 
kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut 
maka unsur transparansi dan unsur kepastian hukum 
diharapkan dapat dipenuhi.
didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi 
asas publisitas.
Pendaftaran Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 
Undang Undang Jaminan 
1. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia 
wajib didaftarkan.
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan 
Jaminan Fidusia berada diluar wilayah 
Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana 
dimaksud ayat (1) tetap berlaku.
Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan 
Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan 
untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan 
Hukum dan Hak Asasi Manusia merasa kewalahan 
mekanisme pendaftaran Jaminan Fidusia secara 
On Line System. Setelah didaftarkan secara on line 
Jaminan Fidusia. 
Fidusia 
tentang tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan 
lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan 
Adapun teknis pendaftaran Jaminan Fidusia 
memuat :
tempat kedudukan notaris
- Nilai penjaminan
- Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan 
hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta 
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dimaksud dalam pasal 3 memperoleh bukti 
pendaftaran.
a. nomor pendaftaran
b. tanggal pengisian aplikasi
c. nama pemohon
Pasal 6
pendaftaran jaminan fidusia melalui bank 
untuk menerima setoran penerimaan Negara 
negeri dan penerimaan bukan pajak) berdasar 
bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam 
pendaftaran Jaminan Fidusia.
Pasal 7
sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat 
elektronik oleh pejabat pada kantor pendaftaran 
C. Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang Tidak 
Didaftarkan
Undang jabatan Notaris bahwa untuk menjamin 
kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta 
kantor Pendaftaran Fidusia. Kemudian kreditor 
Esa”. Dengan demikian akan memiliki kekuatan 
eksekutorial langsung apabila debitor cidera janji 
kepada kreditor sesuai Undang Undang Nomor 
parate eksekusi). Kekuatan 
yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan 
Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.”
Jaminan Fidusia :
kata-kata “DEMI KEADlLAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
Jaminan Fidusia:
dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan 
eksekutorial yang sama dengan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap.”
Jaminan Fidusia :
“Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia 
mempunyai hak menjual Benda yang menjadi 
objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya 
sendiri.”
kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat perjanjian 
dalam  dan didaftarkan 
ke kantor Pendaftaran Fidusia. Kemudian kreditor 
Yang Maha Esa”. Dengan demikian akan memiliki 
kekuatan eksekutorial langsung apabila debitor 
cidera janji kepada kreditor sesuai Undang Undang 
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parate eksekusi). Kekuatan 
tidak dibuatkan akta notaris dan tidak didaftarkan 
akibat hukum. Kreditor tidak dapat melakukan 
eksekusi apabila debitor wanprestasi. Dengan kata 
bisa dianggap sepihak dan dapat menimbulkan 
kesewenang wenangan. Bisa juga karena Mengingat 
tidak diberikan secara penuh sesuai dengan nilai 
dapat dikatakan bahwa di atas barang tersebut 
berdiri hak sebagian milik debitor dan sebagian 
milik kreditor.  Jika eksekusi terhadap barang objek 
tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan 
Setelah mengetahui dasar dan ketentuan 
tanpa menggunakan bentuk Akta Notariil dan tidak 
penguasaan konsumen. Sehingga dapat dikatakan 
D. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia
Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi Jaminan 
menjadi objek Jaminan Fidusia. Yang menjadi 
adalah karena debitor atau Pemberi Fidusia cedera 
mereka telah memberikan somasi. Eksekusi  terhadap 
dijalankan dengan cara:
fidusia tercantumkan kata Demi Keadilan 
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Fidusia atas  kekuasaan Penerima Fidusia 
sendiri melalui pelelangan umum.
3.  Penjualan di bawah tangan dilakukan 
berdasarkan kesepakatan antara Pemberi dan 
Eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia 
dilakukan dengan menjual barang atau benda 
jaminan tersebut di tempat-tempat pasar atau di 
Jaminan Fidusia 
lebih  menguntungkan debitor/pemberi Fidusia dan 
dan bea lelang tidak dikenakan dengan cara ini. 
Dengan penjualan di bawah tangan dapat diharapkan 
piutang kreditor dapat dilunasi dan apabila masih 
Fidusia
Sebagai bukti bagi kreditor bahwa ia merupakan 
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pendaftaran. 
Fidusia.  Dengan demikian pendaftaran Jaminan 
Fidusia. Penegasan lebih lanjut dapat kita lihat 
Sertipikat Jaminan Fidusia sebagai alat bukti 
untuk melakukan pelaksanaan eksekusi tanpa perlu 
oleh undang-undang. Hal ini akan memberikan 
Sertipikat Jaminan Fidusia memberikan hak kepada 
“Sertipikat Jaminan Fidusia mempunyai 
kekuatan eksekutorial yang sama  dengan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap”. 
 
adalah langsung dapat dilaksanakan eksekusi 
mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan 
tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa Sertipikat Jaminan Fidusia dapat langsung 
dipergunakan untuk mengeksekusi objek jaminan 
serta mengikat para pihak untuk melaksanakan 
putusan tersebut.
F. Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
kesulitan untuk melaksanakan eksekusi tersebut. 
objek Jaminan Fidusia sudah tidak berada dibawah 
janji. Dalam arti bahwa kreditor selaku Penerima 
Fidusia tidak lagi mendapat keamanan dan jaminan 
lancar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain 
melindungi keselamatan dan keamanan penerima 
menimbulkan kerugian harta benda atau keselamatan 
Legalitas
eksekusi Jaminan Fidusia harus sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang undangan.
Nesesitas
Fidusia berdasarkan penilaian situasi dan 
3. Proporsionalitas
Jaminan Fidusia dilaksanakan dengan 
dihadapi dan perlibatan kekuatan.
A k u n t a b i l i t a s
pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia dapat 
dipertanggungjawabkan.
Pengajuan permohonan eksekusi tersebut 
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memegang Sertifikat Jaminan Fidusia. Karena 
berikut :
3. jaminan Fidusia terdaftar  pada kantor 
Indonesia
G. Penutup
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan 
bahwa kekuatan eksekutorial pada sertipikat Jaminan 
 
tetap (incraht
kekuatan eksekutorial adalah langsung melaksanakan 
menjadi objek Jaminan Fidusia
sendiri 
Jaminan Fidusia tersebut memberi kewenangan dan 
kemudahan bagi penerima Fidusia untuk langsung 
melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut 
para pihak terkait untuk melaksanakan putusan 
eksekusi tersebut. Atau dengan kata lain Dengan sifat 
eksekutorial tersebut  jika debitur cidera janji maka 
penjualan benda jaminan secara langsung.
incraht).
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